IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU KHUSUS GELANDANGAN DAN PENGEMIS TAHUN 2024

Oleh : Armanda Putra
Pembimbing : Ben Hansel Notatema Zebua, S.1.P., M.A.
Jurusan lImu Pemerintahan
Fakultas IImu Sosial dan limu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, JI. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Kota Pekanbaru menghadapi permasalahan gelandangan dan pengemis yang tersebar di
titik-titik strategis. Penelitian ini menganalisis Penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif. Program yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi sosial (181 orang), jaminan
sosial (181 orang), pemberdayaan sosial (201 orang), dan perlindungan sosial (113 orang).
Hasilnya menunjukkan bahwa Perda memberikan landasan hukum yang komprehensif dengan
DPRD dan Dinas Sosial sebagai pelaksana utama. Namun efektivitasnya terbatas karena
keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi dan tingginya residivisme. Peningkatan alokasi
anggaran dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk transformasi sosial yang berkelanjutan.
Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kesejahteraan, Gelandangan, Pengemis.

ABSTRACT

The City of Pekanbaru faces problems related to homeless people and beggars who are
spread across strategic locations. This study analyzes the implementation of Regional
Regulation Number 3 of 2023 concerning the Administration of Social Welfare using a
qualitative descriptive approach. The programs implemented include social rehabilitation (181
people), social security (181 people), social empowerment (201 people), and social protection
(113 people). The results show that the Regional Regulation provides a comprehensive legal
framework, with the Regional House of Representatives and the Social Service acting as the
main implementing institutions. However, its effectiveness is limited due to budget constraints,
weak coordination, and a high rate of recidivism. Increasing budget allocation and
strengthening cross-sector coordination are required to achieve sustainable social
transformation.

Keywords: Regional Regulation, Welfare, Homeless People, Beggars.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan hak
fundamental setiap warga negara yang
dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 34, yang menyatakan bahwa fakir
miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
negara. Penyelenggaraan  kesejahteraan

sosial sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan  Sosial, bertujuan  untuk
meningkatkan taraf hidup, kualitas, dan
kelangsungan hidup masyarakat yang
mengalami masalah sosial, termasuk di
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dalamnya adalah kelompok gelandangan dan
pengemis. Di era pembangunan nasional
yang semakin maju, keberadaan
gelandangan dan  pengemis  menjadi
paradoks tersendiri yang mencerminkan
masih adanya kesenjangan sosial dan
ekonomi dalam masyarakat. Fenomena ini
tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan,
tetapi juga permasalahan sosial yang
kompleks yang melibatkan berbagai faktor
seperti kemiskinan struktural, keterbatasan
akses pendidikan, minimnya keterampilan
kerja, hingga lemahnya sistem perlindungan
sosial. Pemerintah daerah sebagai garda
terdepan dalam pelayanan publik memiliki
tanggung jawab strategis untuk menangani
permasalahan ini melalui berbagai program
dan kebijakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang komprehensif dan
berkelanjutan.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota
Provinsi Riau dan salah satu pusat
pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera,
menghadapi  tantangan  serius  terkait
permasalahan gelandangan dan pengemis.
Data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru
tahun 2024 menunjukkan terdapat sekitar
347 orang yang teridentifikasi sebagai
gelandangan dan pengemis yang tersebar di
berbagai  titik strategis kota  seperti
persimpangan jalan, tempat ibadah, pasar
tradisional, dan pusat perbelanjaan. Angka
ini mengalami fluktuasi dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya, dengan kecenderungan
meningkat pada momen-momen tertentu
seperti bulan Ramadhan dan hari raya
keagamaan. Fenomena ini menjadi semakin
kompleks karena tidak hanya melibatkan
penduduk lokal Pekanbaru, tetapi juga
pendatang dari daerah lain yang menjadikan
Pekanbaru  sebagai lokasi  mencari
penghidupan melalui cara mengemis.
Keberadaan mereka tidak hanya
menimbulkan  persoalan  estetika dan

ketertiban kota, tetapi juga mengindikasikan
adanya permasalahan struktural yang lebih
dalam terkait sistem perlindungan sosial,
jaringan pengaman sosial, serta efektivitas
program  pemberdayaan  yang telah
dijalankan. Pemerintah Kota Pekanbaru
melalui Dinas Sosial telah menginisiasi
berbagai program seperti operasi penertiban,
pembinaan di panti sosial, pelatihan
keterampilan, hingga program reintegrasi
sosial, namun permasalahan ini tetap
persisten dan  memerlukan  evaluasi
mendalam terhadap implementasi kebijakan
yang ada.

Permasalahan utama yang dihadapi
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
bagi gelandangan dan pengemis di Kota
Pekanbaru meliputi beberapa dimensi yang
saling terkait. Pertama, aspek koordinasi
antar-stakeholder yang masih lemah antara
pemerintah daerah, organisasi masyarakat
sipil, sektor swasta, dan masyarakat dalam
penanganan yang terintegrasi. Kedua,
keterbatasan anggaran dan fasilitas panti
rehabilitasi sosial yang berdampak pada
kapasitas pelayanan yang terbatas dan tidak
sebanding dengan jumlah populasi target.
Ketiga, tingginya angka residivis atau
kembalinya gelandangan dan pengemis ke
jalanan  setelah  menjalani  program
pembinaan, yang mengindikasikan bahwa
program rehabilitasi dan reintegrasi sosial
belum efektif dalam memberikan solusi
jangka panjang. Keempat, kompleksitas
motivasi  individu  dalam  menjalani
kehidupan sebagai pengemis, yang tidak
semata-mata  disebabkan oleh  faktor
ekonomi tetapi juga faktor psikologis,
budaya kemiskinan, dan bahkan adanya
sindikasi atau jaringan yang mengorganisir
kegiatan mengemis. Kelima, lemahnya
sistem data dan informasi yang akurat
mengenai  profil,  karakteristik,  dan
kebutuhan spesifik dari populasi
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gelandangan dan pengemis, sehingga
program intervensi  yang  dirancang
seringkali tidak tepat sasaran. Tantangan-
tantangan ini memerlukan kajian mendalam
untuk memahami dinamika implementasi
kebijakan di tingkat lapangan,
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat
dan  pendukung, serta  merumuskan
rekomendasi  strategis untuk perbaikan
sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Beberapa penelitian terdahulu telah
mengkaji permasalahan gelandangan dan
pengemis  dari  berbagai  perspektif.
Penelitian Suharto (2021) tentang kebijakan
penanganan gelandangan di Jakarta fokus
pada aspek regulasi dan mekanisme
penegakan ~ hukum,  namun  kurang
mengeksplorasi  dimensi  pemberdayaan
sosial-ekonomi. Studi  Wahyuni  (2022)
mengenai efektivitas panti rehabilitasi sosial
di  Surabaya  menganalisis  program
pembinaan internal, tetapi belum mengkaji
secara komprehensif proses reintegrasi
sosial pasca rehabilitasi dan keberlanjutan
program. Sementara itu, penelitian Hasibuan
(2023) tentang faktor penyebab seseorang
menjadi  pengemis di  Medan lebih
menekankan pada aspek individual-
psikologis, namun kurang memperhatikan
dimensi struktural dan peran kebijakan
pemerintah daerah. Dari tinjauan terhadap
penelitian-penelitian tersebut, teridentifikasi
kesenjangan pengetahuan terutama dalam
hal: (1) pemahaman holistik mengenai
implementasi  kebijakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang mengintegrasikan
aspek preventif, rehabilitatif, dan promotif;
(2) analisis mendalam tentang koordinasi
multi-stakeholder dan sinergi  program
dalam konteks otonomi daerah; (3) evaluasi
komprehensif terhadap efektivitas program-
program yang dijalankan pemerintah daerah
dengan  mempertimbangkan  perspektif

penerima manfaat; serta (4) kajian spesifik
konteks lokal Kota Pekanbaru yang
memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan
demografi yang khas. Penelitian ini
dirancang untuk mengisi  kesenjangan
tersebut  dengan  melakukan  analisis
mendalam  terhadap penyelenggaraan
kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru khususnya untuk gelandangan
dan pengemis pada tahun 2024, dengan
menggunakan pendekatan kualitatif yang
mampu menangkap kompleksitas fenomena,
perspektif  multi-aktor, serta dinamika
implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis secara komprehensif
penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh
Pemerintah  Kota  Pekanbaru  khusus
gelandangan dan pengemis tahun 2024, yang
meliputi kebijakan dan program yang
diimplementasikan, mekanisme koordinasi
antar-stakeholder, efektivitas pelaksanaan
program,  serta  faktor-faktor  yang
mempengaruhi keberhasilan dan hambatan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
tersebut (Patty, 2025). Secara teoretis,
penelitian ini dapat memperkaya
pemahaman mengenai implementasi
kebijakan sosial di tingkat pemerintah
daerah, dinamika governance dalam
penanganan masalah sosial, serta teori
pemberdayaan masyarakat dalam konteks
kelompok rentan. Secara praktis, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan
bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam
menyempurnakan strategi dan program
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Bagi praktisi dan pemangku kepentingan di
bidang kesejahteraan sosial, penelitian ini
dapat menjadi referensi dalam merancang
model intervensi yang lebih holistik dan
responsif terhadap kebutuhan gelandangan
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dan pengemis. Lebih luas lagi, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi
daerah-daerah lain dalam mengembangkan
sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang inklusif, humanis, dan berbasis pada
prinsip-prinsip keadilan sosial, sehingga

berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan
di Indonesia.

Berdasarkan data dalam Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun
2023 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial adanya pemetaan

pada akhirnya dapat berkontribusi pada untuk kriteria Penerima Manfaat Pelayanan
pencapaian tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meliputi:
Tabel 1. Jumlah Kriteria Penerima Manfaat PPKS

Anak Anak Anak

Balita Anak Anak Anak Penyandan | Korban Perlinduna

Terlantar | Terlantar | Berkonflik Jalanan g Kekerasa g

L n Khusus

Disabilitas | n

Lansia Penyandan . . Pemulun | Kelompok

g PSK Tunawisma | Pengemis .
Terlantar - g Minoritas
Disabilitas

Mantan Korban Korban Korban Pekeria Korban

Narapidan | HIV/AIDS | Penyalahgunaa | Perdaganga el Bencana
Kekerasan | Migran

a n Narkoba n Orang Alam

Keluarga
Korban Perempuan | Masyarakat dengan Masyaraka
Bencana . e t Adat
. Berisiko Miskin Masalah )
Sosial Sosial Terpencil

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2025

Dijelaskan Orang-Orang yang tidak
beruntung ini, merupakan warga Yyang
tersisinkan dari berbagai statistik pencapaian
positif yang telah diraih oleh Kkota
Pekanbaru. Sebuah kota ditengah-tengah
Pulau Sumatra yang namanya telah berkibar
dalam 2 dasawarsa terakhir ini. Dengan
demikian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3 tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini
diharapkan dapat menjadi pijakan dalam
merumuskan gesellschaft yang eksis dan
berproses berdasarkan kesepakatan umum
dalam kerangka kerja yang mengutamakan

kestabilan ekosistem masyarakat madani
yang dicita-citakan.

Negara Indonesia yang berideologi
Pancasila sejatinya telah memberikan
peluang yang sama kepada siapapun warga
negara (individu) tanpa terkecuali, tapi
meskipun Negara dengan hukum dasarnya
(UUD 1945) telah memberikan peluang
yang sama kepada setiap orang (warga
negara manapun), akan tetapi menjadi
pertanyaan banyak orang hingga hari ini,
kenapa masih ada saja warga negara kalah
dalam pertarungan hidup, berikut data 26
kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial.

Tabel 2
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024

No | Kriteria PMKS Definisi Jenis Pelayanan Jumlah
1 Anak Balita Anak usia 0-5 tahun yang | Panti asuhan, 6
" | Terlantar mengalami penelantaran keluarga asuh,
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bantuan gizi

Anak usia 6-18 tahun yang

Rumah singgah,

2. | Anak Terlantar . beasiswa, pelatihan 35
mengalami penelantaran .
keterampilan
Anak yang Anak yang mengalami Trauma, gangguan
Menjadi Korban - - . .
3. Tindak kekerasan fisik, psikis, psikologis, butuh 47
atau seksual perlindungan khusus
Kekerasan
Anak yang melakukan Panti sosial,
4. | Anak Nakal tindakan melanggar norma | konseling, 47
sosial bimbingan sosial
Anak yang memiliki .
5. A_nak _dfangan keterbatasan fisik, mental, Sekalah luar bla_sa, -
Disabilitas ) alat bantu, terapi
atau sosial
Anak yang
Membutuhkan Anak dalam situasi darurat Rumah aman,
6. . L T konseling, 11
Perlindungan atau berisiko tinggi . .
reintegrasi
Khusus
. : Lansia yang tidak .
7. Lanjut Usia memiliki keluarga atau Panti jompo, hO”?e 8
Terlantar - care, bantuan sosial
sumber penghasilan
Penvandan Orang dengan keterbatasan | Rehabilitasi, alat
8. -nyancang fisik, mental, intelektual, | bantu, pelatihan 308
Disabilitas . .
atau sensorik kerja
Orang yang melakukan Rehabilitasi sosial,
9. | Tuna Susila hubungan seksual dengan | pelatihan -
imbalan keterampilan
Orang yang hidup dalam Rumah singgah,
10. | Gelandangan keadaan tidak sesuai pelatihan Kkerja, 93
norma kehidupan reintegrasi
Orang yang mata Rehabilitasi sosial,
11. | Pengemis pencahariannya meminta- | pelatihan 138
minta di tempat umum keterampilan
Pekerja Migran TKI/TKW yang .
12. | Bermasalah mengalami masalah di luar Shelter, kc_msellng, -
. . reintegrasi
Sosial negeri
. Orang yang mengalami Rumah aman,
13. Korban Tindak kekerasan fisik, psikis, konseling, bantuan -
Kekerasan
atau seksual hukum
Keluarga yang berpotensi Pemberdayaan
14. | Keluarga Rentan I keluarga, bantuan -
menjadi PPKS
modal
15. | Fakir Miskin Orang yang tidak memiliki | Program -
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sumber mata pencaharian | kemiskinan, bantuan
sosial
Keluarga Keluarga dengan kondisi Bantuan rehab
16. | Berumah Tidak rumah tidak memenuhi rumah, rumah layak -
Layak Huni standar huni
Keluarga Keluarga dengan masalah | Konseling keluarga,
17. | Bermasalah sikologis atau sosial terapi psikologi )
Sosial Psikologis P g Pip g
Pemuda Pemuda yang berperilaku | Rehabilitasi sosial,
18. o . . X -
Antisosial menyimpang dari norma pembinaan karakter
. Wanita yang rentan secara | Pemberdayaan
Wanita Rawan . . . - .
19. Sosial Ekonomi sosial dan ekonomi, seperti | ekonomi, pelatihan -
janda miskin,KDRT keterampilan
Korban Orang yang menggunakan | Rehabilitasi medis,
20. | Penyalahgunaan | narkoba, psikotropika, zat | konseling, -
Napza adiktif reintegrasi
Korban Orang yang .
21. | Perdagangan diperdagangkan untuk Shelter, konseling, -
I bantuan hukum
Orang eksploitasi
Keluarga Korban | Keluarga yang terdampak | Bantuan darurat,
22. N . -
Bencana Alam bencana alam rehabilitasi, relokasi
Keluarga yang terdampak | Bantuan darurat,
23. Keluarga Ko_rban konflik sosial, konseling, -
Bencana Sosial . s .
Pengungsian reintegrasi
Anak yang bekerja dan
. tereksploitasi, Putus Sekolah alternatif,
24.. | Pekerja Anak Sekolah, Bekerja bahaya, | bantuan keluarga i
Upah rendah
Keluarga Keluaraa denaan anadota Konseling, bantuan
25. | Terdampak en idg HI\?/AIDSgg pengobatan, -
HIV/AIDS pengidap dukungan
Komunitas tradisional Pemberdavaan
Komunitas Adat | yang terisolasi, akses y
26. . L masyarakat, akses -
Terpencil terbatas pendidikan, elavanan
kesehatan, ekonomi pefay
Total 693
Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024
Peneliti  tertarik  meneliti  kasus Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian

gelandangan dan pengemis dalam pasal 3
ayat 1-3 yang berbunyi “Dilarang
melakukan pengemisan di depan umum,
Dilarang  setiap orang  memberikan
sumbangan dalam bentuk uang atau barang,

ditempat umum” di atur bahwa pelarangan
mengemis dan memebrikan sumbangan
dalam bentuk uang maupun barang kepada
gelandangan  dan  pengemis,  namun
sebaliknya saat ini masih banyak orang yang
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memberi mereka sehingga mereka mencari
dengan bermodalkan meminta minta, hal ini
dijelaskan dalam (Arpin et al., 2022),
disebutkan dalam hasil surveinya mereka
lebih suka menjadi pengemis karena lebih

mudah dan hasil yang menjanjikan, dengan
36,67% responden menyatakan hal ini
sebagai alasan utama mereka karena faktor
kemudahan mendapatkan uang di jalanan.

Tabel 3
Jumlah Gelandangan dan Pengemis tahun 2020-2023 Kota Pekanbaru
Tahun Gelandangan Pengemis Jumlah
2020 11 127 138
2021 97 94 191
2022 124 99 223
2023 93 138 231

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Data tabel di atas  menunjukan
jumlah Gelandangan dan Pengemis yang
terjaring patroli Satpol PP Kota Pekanbaru
mulai tahun tahun 2020 yang berjumlah 138
orang, kemudian pada tahun 2021 berjumlah
191 orang, kemudian pada tahun 2022
berjumlah 223 orang, dan tahun 2023 terdata
231 orang. Tentunya gelandangan dan
pengemis masih terus meningkat signifikan
yang mana gelandangan dan pengemis
tersebut adalah data yang tertangkap patroli
oleh Satpol PP dan Dinas sosial dan
pemakaman kota pekanbaru selanjutnya
akan penindakan. Artinya menurut Analisis
penulis masih banyak kemungkinan yang
belum tertangkap dalam monitoring atau
razia penangkapan.

Data menunjukkan bahwa jumlah
gepeng yang tinggi  mengupayakan
meminimalisir dan mensejahterakan
gelandangan dan pengemis di Kota
Pekanbaru atau meskipun sudah ada
intervensi kebijakan ini masih akan tetap
tidak bisa diminimalisir dan
mensejahterakan gelandangan dan pengemis
di Kota Pekanbaru, dalam kasus penuliti
akan menenganalisis Peraturan Daerah
tersebut. Dalam penelitian menemukan
bahwa alasan utama individu memilih
menjadi gelandangan dan pengemis adalah

karena faktor kemudahan mendapatkan uang
di jalanan, dengan 36,67% responden
menyatakan hal ini sebagai alasan utama
mereka (Arpin et al., 2022). Meskipun ada
koordinasi antara Satpol PP dan Dinas
Sosial, masih ditemukan kelemahan dalam
implementasi kebijakan, termasuk
kurangnya fasilitas rehabilitasi yang efektif
dan  keterbatasan anggaran.  Program
pemberdayaan sosial yang ada belum
sepenuhnya memberikan dampak terhadap
peningkatan kualitas hidup gepeng.

Melihat Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial merupakan kebijakan
strategis yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
Penyusunannya melibatkan berbagai pihak
dengan pendekatan berbasis data dan kajian
akademik. Namun, implementasi Peraturan
Daerah ini memerlukan komitmen kuat dari
pemerintah daerah, dukungan finansial yang
memadai, serta koordinasi antar stakeholder
yang efektif. Evaluasi berkala menjadi aspek
penting guna memastikan Peraturan Daerah
ini benar-benar memberikan manfaat bagi
masyarakat.

Meskipun Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah
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disusun berdasarkan kajian akademik dan
data empiris, terdapat beberapa kesenjangan
penelitian yang dapat dieksplorasi lebih
lanjut. Beberapa di antaranya adalah
evaluasi implementasi Peraturan Daerah
secara menyeluruh, efektivitas kebijakan
dalam jangka panjang, persepsi masyarakat
terhadap Peraturan Daerah ini, serta
perbandingan dengan kebijakan serupa di
daerah lain guna memperoleh “Praktek
Baik” dalam penerapannya. Dengan
demikian, penelitian lebih lanjut dan
pemantauan implementasi tetap diperlukan
agar regulasi ini dapat berjalan efektif dan
memberikan dampak nyata bagi masyarakat
Kota Pekanbaru.

RUMUSAN MASALAH

Penulisan ini berfokus  pada
penyelenggaraan dan implementasi
kebijakan  kesejahteraan  sosial  oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya
dalam  penanganan gelandangan dan
pengemis pada tahun 2024. Berdasarkan
latar Dbelakang permasalahan yang telah
diuraikan, mulai dari aspek regulasi, kondisi
empiris gelandangan dan pengemis, hingga
berbagai kendala dalam pelaksanaan
kebijakan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini  disusun dalam bentuk
pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan
kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru  khusus  gelandangan  dan
pengemis tahun 2024 serta implikasinya
dalam penanganan gelandangan dan
pengemis di Kota Pekanbaru ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan
tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan
penelitian  yaitu  untuk  mengetahui
implementasi kebijakan kesejahteraan sosial
olen Pemerintah Kota Pekanbaru khusus

. Variabel

gelandangan dan pengemis tahun 2024 serta
implikasinya dalam penanganan
gelandangan dan pengemis di Kota
Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Dalam  penelitian  ini,  penulis
menggunakan pendekatan kualitatif atau
yang biasa disebut dengan metode kualitatif
karena data yang diteliti berupa data
kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan
deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan
penelitian bertempat di Dinas Sosial dan
DPRD Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Sumber data yang digunakan peneliti adalah
data  primer dan data  sekunder.
Pengumpulan data yang dilakukan adalah
observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan
Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah
khusus Penanganan Gelandangan dan
Pengemis Tahun 2024

. Variabel Komunikasi

Partisipasi masyarakat dalam
mendukung kebijakan sosial masih rendah,
dengan adanya masyarakat yang masih
memberikan uang atau barang kepada
gepeng berpotensi menambah  angka
pengemis, dalam hal ini menunjukkan
bahwa edukasi publik tentang pendekatan
yang tepat dalam menangani gepeng belum
efektif mengubah perilaku masyarakat
sehingga terlihat adanya keterbatasan
komunikasi yang terjadi dalam partisipasi
masyarakat

. Variabel sumber daya

Data dan sistem informasi sebagai
sumber daya non-material juga mengalami
keterbatasan. Bapak Zakri Fajar Trianto
menyebutkan Komisi 11l DPRD Kota
Pekanbaru mendesak Dinas Sosial untuk
proaktif mendata dan menangani
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gelandangan dan pengemis, termasuk
mengidentifikasi asal-usul mereka apakah
warga asli Pekanbaru atau dari luar daerah,
mengindikasikan bahwa sistem pencatatan
dan profiling gepeng belum komprehensif
dan terintegrasi.
. Variabel Disposisi

Disposisi  terhadap  recidivisme
menunjukkan pendekatan yang lebih tegas.
Bapak H. Agustian, AP. M.Si Fungsional
Muda Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kota
Pekanbaru  menegaskan  Dinsos  akan
bertindak lebih tegas terhadap mereka yang
kedapatan kembali beraktivitas di jalan
setelah dibina, dengan membawa mereka ke
shelter selama tiga hari dan jika ditemukan
pelanggaran Perda atau unsur pidana akan
diserahkan ke Satpol PP dan Polresta.
Disposisi ini mencerminkan upaya untuk
memberikan disinsentif terhadap perilaku
kembali ke jalanan, namun  juga
menunjukkan keterbatasan dalam addressing
akar masalah struktural yang mendorong
recidivisme

. Variabel struktur birokrasi

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota
Pekanbaru per Mei 2024, tercatat 41
gelandangan dan 28 pengemis yang terjaring
pada  periode  Januari-April 2024,
menunjukkan bahwa permasalahan gepeng
belum tertangani secara optimal dan
memerlukan penanganan yang serius serta
berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan
relevansi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3 Tahun 2023 sebagai landasan
hukum dalam penanganan yang terstruktur,
terpadu, dan berorientasi pada pembinaan,
rehabilitasi, serta pemberdayaan, melalui
koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP,
DPRD, dan partisipasi masyarakat guna
mengatasi akar permasalahan sosial secara
lebih humanis dan berkeadilan.

. Implementasi Kebijakan kesejahteraan
sosial meliputi

1. Rehabilitas Sosial

Pencapaian  program  rehabilitas
sosial di Kota Pekanbaru penanganan
gepeng tahun 2024 berjumlah 181 orang
dengan pendampingan pasca rehabilitas

. Jaminan sosial

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota
Pekanbaru  Tahun 2024  disebutkan
Gelandangan 114, Pengemis 67 memperoleh
pelayanan jaminan kesehatan, dengan kata
lain mereka tercatat sebagai kelompok yang
memproleh pelayanan jaminan kesehatan
pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota
Pekanbaru  Tahun 2024  disebutkan
Gelandangan 114, Pengemis 67 memperoleh
pelayanan jaminan kesehatan, dengan kata
lain mereka tercatat sebagai kelompok yang
memproleh pelayanan jaminan kesehatan
pada tahun 2024.

Perlindungan sosial
Pelaksanaan program pemberdayaan
sosial bagi gelandangan dan pengemis di
Kota Pekanbaru tahun 2024 menunjukkan
adanya upaya positif pemerintah melalui
pelatihan keterampilan, pembinaan sosial,
dan bantuan modal usaha, namun secara
umum  efektivitasnya masih  terbatas.
Meskipun sebagian kecil peserta mengalami
peningkatan kemandirian, dampak program
belum signifikan karena jumlah penerima
manfaat terbatas, kurangnya pendampingan
berkelanjutan, serta keterbatasan anggaran
dan sumber daya manusia. Kondisi ini
menunjukkan perlunya penguatan strategi,
peningkatan koordinasi lintas sektor, dan
dukungan berkelanjutan agar program
pemberdayaan benar-benar mampu
mendorong perubahan sosial dan ekonomi
gepeng secara berkelanjutan.
Perlindungan sosial
Implementasi Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 dalam
penanganan gelandangan dan pengemis
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menunjukkan langkah awal positif, namun
masih terbatas oleh anggaran, sumber daya,
dan rendahnya kesadaran masyarakat.
Keberhasilan jangka panjang bergantung
pada koordinasi lintas sektor, konsistensi
pendanaan, dan pemberdayaan sosial-
ekonomi yang berkelanjutan.
. Urgensi Pembentukan Perda Nomor 3
Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan ~ wawancara  dengan
narasumber, urgensi Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial
terlihat dari tiga perspektif. Dari legislatif,
perda memberikan dasar hukum agar
penanganan gelandangan dan pengemis
lebih sistematis dan berkesinambungan. Dari
eksekutif teknis, Dinas Sosial memerlukan
legitimasi  hukum untuk menjalankan
program  pembinaan, rehabilitasi, dan
pemberdayaan. Dari penegakan aturan di
lapangan, Satpol PP mendapatkan dasar
yang jelas untuk melakukan koordinasi dan
pembinaan yang humanis. Perda ini strategis
karena menggabungkan dimensi legal-
formal, sosial-humanis, dan implementatif,
serta  memerlukan  sosialisasi agar
masyarakat memahami dan mendukung
regulasi, sehingga tujuan peningkatan
kesejahteraan sosial dapat tercapai secara
optimal.
. Legislasi Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Hasil wawancara dengan Zakri Fajar
Trianto, Anggota DPRD Kota Pekanbaru
Komisi I, menunjukkan bahwa
pembentukan Perda Kota Pekanbaru Nomor
3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial mengikuti prosedur
standar legislasi, mulai dari penyusunan
konsep, drafting regulasi, pembahasan
partisipatif, ratifikasi, pengesahan oleh Wali

E.

Kota, hingga promulgasi dan sosialisasi.
Proses ini memastikan isu gelandangan dan
pengemis tercakup dalam Prolegda dengan
Naskah Akademik berbasis data lapangan,
melibatkan masyarakat dan organisasi sosial,
serta membuka ruang partisipasi publik.
Dengan demikian, Perda ini tidak hanya
prosedural, tetapi juga berorientasi pada
kebutuhan sosial nyata dan diharapkan
efektif dalam menangani persoalan orang
terlantar dan pengemis di Kota Pekanbaru.
Implikasi dalam Penanganan
Gelandangan dan Pengemis di Kota
Pekanbaru
Kendala dalam Penanganan
Gelandangan dan Pengemis di Kota
Pekanbaru

Berdasarkan ~wawancara dengan
Dinas Sosial Kota Pekanbaru, implementasi

Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan ~ Kesejahteraan  Sosial
menghadapi  kendala  utama  berupa

keterbatasan anggaran, sehingga program
pemberdayaan seperti pelatihan
keterampilan bagi gelandangan, pengemis,
dan penyandang disabilitas belum dapat
dilaksanakan  secara  optimal.  Fokus
anggaran lebih diarahkan pada bantuan
langsung untuk kebutuhan dasar masyarakat,
sementara  koordinasi antarinstansi  dan
partisipasi masyarakat masih rendah. Data
kemiskinan Kota Pekanbaru menunjukkan
peningkatan setiap tahun, menandakan
implementasi  perda  belum  mampu
menyelesaikan akar masalah gelandangan
dan pengemis. Kondisi ini menegaskan
perlunya strategi penanganan yang holistik,
berkelanjutan, dan melibatkan semua
stakeholder agar program pemberdayaan dan
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Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3  Tahun 2023  tentang
Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial
dibuat untuk memberikan dasar hukum yang
jelas, komprehensif, dan berkesinambungan
dalam  penanganan gelandangan dan
pengemis. Perda ini mengedepankan aspek
kemanusiaan, pembinaan, dan
pemberdayaan, sekaligus mengatasi
kelemahan kebijakan sebelumnya yang
bersifat sementara dan tidak terarah. DPRD
Kota Pekanbaru berperan dalam legislasi,
pengawasan, dan penganggaran untuk
memastikan implementasi perda berjalan
sesuai tujuan.

Dinas Sosial menjadi pelaksana utama
program penjangkauan, pendataan, dan
rehabilitasi sosial, sementara Satpol PP
mendukung  melalui  penertiban  dan
penyaluran gepeng kepada Dinas Sosial.
Meskipun koordinasi antar lembaga telah
berjalan, efektivitas program masih terbatas
akibat keterbatasan anggaran, sehingga
pelatihan dan  pemberdayaan  belum
maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa
tanpa alokasi dana yang cukup dan
dukungan masyarakat, tujuan perda untuk
menciptakan kemandirian dan mengurangi
permasalahan sosial sulit tercapai secara
optimal.
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